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BAB I PENJELASAN UMUM

A. [bookmark: _TOC_250014]Fakultas Hukum
Fakultas Hukum adalah unsur pelaksana sebahagian tugas dan fungsi universitas untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
a. Membentuk manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spritual.
b. Menciptakan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan yang tinggi dan yang cakap, berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.
c. Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan pengetahuan kebUPMIyaan dan kehidupan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, fakultas menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi:
a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam suatu atau sekelompok bidang ilmu dan teknologi, dan seni tertentu untuk semua program studi pendidikan.
b. Penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
c. Pengabdian pada masyarakat.

B. Struktur Fakultas
Struktur fakultas terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan
a. Dekan


Bertugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pembinaan civitas akademik di lingkungan fakultas.
Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

b. Wakil Dekan I
Bertugas mewakili dekan dalam memimpin dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas, Wakil Dekan I mempersiapkan dan mengkordinasikan kegiatan di lingkungan fakultas yang meliputi:
1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta penelitian.
2) Pembinaan tenaga pengajaran dan penelitian.
3) Persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang.
4) Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
5) Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan penelitian dengan fakultas di lingkungan universitas.
6) Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7) Kerjasama dalam fakultas di lingkungan universitas dalam setiap usaha di bidang pengabdian pada masyarakat serta penunjang.



c. Wakil Dekan II
Bertugas mewakili dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum. Untuk menyelenggarakan tugas ini Wakil Dekan II berfungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkordinasikan kegiatan di lingkungan Fakultas yang meliputi:
1) Pengelolaan keuangan
2) Pengurusan kepegawaian
3) Pengelolaan perlengkapan
4) Pengurusan kerumah tanggaan dan pemulihan ketertiban
5) Pengurusan ketata-usahaan
6) Penyelenggaraan hubungan masyarakat
7) Pengolahan data yang menyangkut administrasi umum

d. Wakil Dekan III
Bertugas mewakili dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan dan pendidikan yang bersifat ko-kurikuler. Untuk menyelenggarakan tugas ini, wakil dekan III berfungsi memilih dan mengkordinasikan kegiatan di lingkungan fakultas yang meliputi:
1) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa lain dalam seni bUPMIya dan olahraga sebagai bagian pembinaan civitas akademik yang merupakan


sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya.
2) Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
3) Kerjasama dengan fakultas di lingkungan universitas dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan.
4) Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan dan memelihara kesamaan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.
6) Pengelolaan dana kemahasiswaan yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat ko-kurikuler.

2. Tata Usaha Fakultas
Unit pelayanan teknik dan administratif di lingkungan fakultas yang berada di bawah dekan bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan

3. Staf Pengajar
Tenaga pengajar bertugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ ilmunya,


serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.

4. Laboratorium Bahasa
Dipimpin oleh seorang kepala laboratorium bahasa yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu dan teknologi. Laboratorium bahasa bertujuan melakukan kegiatan dalam cabang ilmu dan teknologi sebagai penunjang pelaksana tugas pokok pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Perpustakaan
Adalah sarana penunjang dalam melaksanakan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi, sumber ilmu dan tempat penelitian.

C. [bookmark: _TOC_250013]Penerimaan Mahasiswa Baru
Yang dapat diterima menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum UPMI adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Memiliki ijazah SMU Negeri dan Swasta serta SMK dari semua jurusan.
2. Mengikuti seleksi penerimaan setelah menunjukkan kartu tanda pendaftaran.
3. Lulus seleksi penerimaan dan mendaftar kembali di bagian tata usaha fakultas.
D. Mahasiswa Pindahan/ Transfer


Melanjutkan perkuliahan ke Fakultas Hukum UPMI dapat diterima dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Berasal	dari	fakultas	sejenis	dengan	peringkat akreditasi yang sama/ yang lebih tinggi.
2. Melengkapi surat-surat keterangan dari fakultas asal (surat pindah, transkrip yang dilegalisir, pas photo)
3. Menuruti	peraturan-peraturan	yang	berlaku	di Fakultas Hukum UPMI.


BAB II
SISTEM KREDIT SEMESTER [SKS]

A. [bookmark: _TOC_250012]PENGERTIAN POKOK
1. Pengertian Semester
Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam satu jenjang, artinya penyelenggaraan program pendidikan satu jenjang secara lengkap dari awal sampai akhir dibagi-bagi dalam penyelenggaraan semester.
Satu semester terdiri dari sekurang-kurangnya 16-17 minggu kerja penyelenggaraan program yang meliputi masing-masing bentuk kegiatan tersebut di atas. Jika kegiatan penilaian hasil kerja menggunakan waktu 2 minggu kerja, maka satu semester setara dengan 18-19 minggu kerja dan bila dengan perhitungan evaluasi ulang dan minggu tenang maka satu semester akan menjadi setara dengan sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja.

2. Pengertian Program Semester
Program semester adalah merupakan program bagian dari suatu program pendidikan satu jenjang. Artinya, suatu program pendidikan satu jenjang yang lengkap dibagi-bagi dalam program semester. Program-program semester disajikan dan diumumkan pada setiap awal semester yang bersangkutan. Program semester sifatnya lengkap dan merupakan suatu kebulatan, misalnya mata kuliah Reading diberikan dalam 4 semester.



3. Satuan Kredit Semester (sks)
Satuan Kredit Semester yang disingkat dengan sks adalah satuan untuk menyatakan besarnya beban belajar mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan mahasiswa, besarnya usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan satu program apakah program semester atau program satu jenjang lengkap serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan.

4. Pengertian Program Belajar
Setiap program semester mempunyai program belajar tertentu, sehingga penyelesaian satu jenjang pendidikan berarti harus mencapai kumulatif sks dalam jumlah tertentu. Misalnya, S1 adalah Program Pendidikan Sarjana, dimana seorang mahasiswa harus menempuh dan berhasil menyelesaikan sejumlah program semester yang keseluruhan tabungan kredit semester itu tidak kurang dari jumlah kredit yang telah ditetapkan, yaitu minimal 144 sks dan maksimal 160 sks. Keseluruhan program yang harus diambil oleh mahasiswa dalam menyelenggarakan satu jenjang pendidikan ini disebut program belajar. Fakultas Hukum UPMI memberlakukan 155 sks.
Program belajar sesuatu pendidikan itu dapat dibagi- bagi ke dalam program belajar yang lebih kecil, yaitu program belajar yang akan ditempuh oleh mahasiswa setiap semester. Misalnya jika seorang mahasiswa yang baru masuk ingin menyelesaikan program pendidikan jenjang S1 dalam waktu empat tahun, maka mahasiswa tersebut   harus   membagi-bagi   program   belajar


keseluruhan dalam delapan semester. Jika mahasiswa tersebut dalam setiap semester ingin menyelesaikan sebagian program dengan nilai kredit semester yang sama, maka pada setiap semester mahasiswa tersebut perlu mengambil program semester yang berharga 20 sks, yaitu seperdelapan dari 144 sks. Perlu dicatat bahwa beban belajar mahasiswa pada setiap semester tidak perlu sama. Misalnya seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan program pendidikan S1 selama 4 tahun (8 semester) itu dapat membagi-bagi program belajarnya dalam 3 semester yang masing-masing berjumlah 20 SKS, 2 semester yang masing-masing berjumlah 23 sks, 3 semester yang berjumlah 16 sks, yang keseluruhannya akan berjumlah 144 sks.

5. Beban Kredit Semester dalam Penyelenggaraan Kuliah
Program pendidikan yang memakai sistem kredit semester menuntut diselenggarakannya perkuliahan yang melibatkan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam proses kegiatan belajar mengajar.
a. Tatap muka terjadwal: kegiatan mahasiswa dengan tenaga pengajar secara langsung, misalnya : dalam bentuk kuliah dan atau diskusi.
b. Kegiatan akademik terstruktur: kegiatan studi oleh mahasiswa yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar misalnya: pekerja rumah, menyelesaikan soal-soal, dan sebagainya.
c. Kegiatan akademik mandiri: kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa secara mandiri (tidak direncanakan oleh tenaga pengajar) untuk mendalami


bahan perkuliahan, mempersiapkan catatan kuliah dan sebagainya.
Beban sks untuk suatu program semester ditentukan oleh berapa lamanya ketiga kegiatan tersebut diatas dilaksanakan setiap minggu selama satu semester.
Suatu program semester dengan beban satu sks, jika untuk program tersebut penyelenggaraan pendidikan dilakukan setiap minggu dalam satu semester:
a. 50 menit kegiatan tatap muka
b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur
c. 60 menit kegiatan akademik mandiri
Satuan Kredit Semester satu program menyatakan beberapa kali ketiga jenis kegiatan tersebut di atas diselenggarakan setiap minggu selama satu semester. Jika mata kuliah A memiliki beban 3 sks, maka bahan belajar mahasiswa untuk mata kuliah ini terdiri dari kegiatan mingguan, sebagai berikut:
a. 3 x 50 menit kegiatan tatap muka
b. 3 x 60 menit kegiatan akademik terstruktur
c. 3 x 60 menit kegiatan akademik mandiri
Secara singkat beban satuan kredit semester dapat dilihat dalam tabel berikut:
	Mata Kuliah
	SKS
	Bentuk Kegiatan

	
	
	Tatap Muka
	Terstruktur
	Mandiri

	
	2
	100’
	120’
	120’

	
	3
	150’
	180’
	180’



B. BEBAN	BELAJAR	MAHASISWA	(BEBAN STUDI)
Beban belajar semester adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam satu semester.


Dengan diberikannya kesempatan merencanakan dan menentukan program belajar untuk setiap semester, seorang mahasiswa diberi kesempatan untuk menentukan dan memikul beban belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sendiri.
Seorang mahasiswa berdasarkan keinginan dan kemampuannya, dapat menentukan beban maksimal dan bagi dirinya dapat berbeda dengan beban belajar temannya walaupun mereka masih satu angkatan. Besar kecilnya beban sks untuk seorang mahasiswa setiap semester dipertimbangkan berdasarkan hasil kuliahnya pada semester sebelumnya.
Pedoman untuk menentukan beban belajar pada semester berikutnya untuk Program S1 adalah sebagai berikut :
	IP
	Beban Belajar

	3,00 – 4,00
2,50 – 2,90
2,00 – 2,49
1,50 – 1,90
≤ 1,49
	22 – 24 sks
18 – 21 sks
15 – 17 sks
12 – 15 sks
06 – 12 sks


Penjelasan: Bila Indeks Prestasi belajar seorang mahasiswa lebih kecil dari 1.50, maka ia diperbolehkan mempelajari hanya sampai 12 SKS saja (yaitu 6 mata kuliah) pada semester berikutnya. Bila Indeks Prestasi belajarnya berada dalam rentangan 2.00 sampai dengan 2.49, maka ia dibenarkan mengambil 16-18 SKS (yaitu sekitar 8 atau 9 mata kuliah) pada semester berikutnya. Oleh karena itu Indeks Prestasi belajar harus ditentukan pada akhir semester agar para siswa mengetahui berapa


sks yang diperbolehkan dicapainya pada semester berikutnya.
Bila befakylban belajar yang dipersiapkan berdasarkan kurikulum sebesar 20 SKS untuk semester III misalnya, dan seorang mahasiswa hanya dibenarkan mengambil 15 sks saja menurut Indeks Prestasi yang dicapainya pada akhir semester II, maka dia tertinggal 5 sks (sekitar 2 atau 3 mata kuliah). Sks yang tertinggal ini akan diambil kembali pada semester selanjutnya sesuai dengan sebaran mata kuliah setiap semester.

C. PENASEHAT AKADEMIK (PA)
Penasehat Akademik ialah dosen yang bertugas memberikan bimbingan kepada sejumlah mahasiswa dalam hal-hal yang bersifat akademik. Bimbingan akademik yang dimaksud meliputi :
1. Petunjuk tentang masalah perkuliahan dan cara-cara hasil belajar efektif dan efisien.
2. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh Mahasiswa.
3. Menjelaskan akibat-akibat yang merugikan, bila hasil belajar setiap semester rendah.
4. Usaha mengatasi kesulitan hambatan, ataupun kemunduran yang dialami mahasiswa dalam belajar yang mempengaruhi hasil belajarnya.
5. Mengingatkan para mahasiswa untuk mengikuti ujian perbaikan nilai yang ditentukan.
6. Membimbing dan mengarahkan para mahasiswa akan persiapan penulisan skripsi, sesUPMIh memenuhi persyaratan berikut:
a) SUPMIh memperoleh minimum 130 sks


b) SUPMIh	lulus	mata	kuliah	“Metode	Penelitian Sastra”
c) SUPMIh	lulus	mata	kuliah	“Metode	Penelitian Linguistik”
d) SUPMIh	mendapat	persetujuan	Kaprodi	dan Penasehat Akademik.

D. [bookmark: _TOC_250011]SANKSI PENDIDIKAN
1. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya dalam 14 semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan “drop out”
2. Mahasiswa yang kehadiran perkuliahannya di bawah 75% tanpa alasan yang jelas dan disetujui oleh pimpinan fakultas tidak dibenarkan mengikuti ujian akhir semester (UAS). Dalam hal ini dosen PA diharapkan dapat memberikan data yang dibutuhkan.

E. [bookmark: _TOC_250010]PENGHENTIAN SEMENTARA STUDI
Penghentian sementara studi dapat dilakukan menurut prosedur sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, tembusan kepada Dekan dan BAAK.
2. Waktu cuti studi tidak lebih 4 semester dalam satu program pendidikan.
3. Jangka waktu selama mahasiswa tersebut tidak terdaftar, tidak diperhitungkan terhadap batas waktu studi.


4. Apabila mahasiswa tersebut meninggalkan kuliah lebih dari 4 semester, maka kelebihan waktu diperhitungkan terhadap batas waktu studi.
5. Dalam hal penghentian semester disebabkan karena tindakan dan sanksi akademik dan atau tanpa mengajukan permohonan yang sah maka waktu tindakan/hukuman dan atau meninggalkan kuliah diperhitungkan dalam batas waktu studi.
6. Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu:
a) Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
b) Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
c) Melahirkan.
d) Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama Fakultas serta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan Akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti Akademik setelah mendapat persetujuan Rektor.


[bookmark: _TOC_250009]BAB III PERATURAN BIDANG AKADEMIK

A. [bookmark: _TOC_250008]Pengisian KRS
1. Pelayanan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilaksanakan:
a) Dari awal September s/d minggu II Oktober setiap tahun untuk semester ganjil/semester A.
b) Selama tiga minggu dalam bulan Maret setiap tahun untuk semester genap/semester B.
2. Pengisian KRS dan pengembalian KRS yang telah ditanda-tangani oleh dosen wali/pembimbing akademis dan pimpinan fakultas/jurusan/program studi/ akademi hanya bagi mahasiswa yang telah membayar uang kuliah angsuran I sebesar 35% untuk semester A dan angsuran III sebesar 20% untuk semester B.
3. Pelaksanaan pelayanan pengisian KRS oleh setiap dosen wali harus dilaksanakan di ruang yang tidak mengganggu kegiatan fakultas/jurusan/ akademi, seperti : ruang kuliah, ruang judicium dan lain-lain.
4. Setiap dosen wali diharuskan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada mahasiswa bimbingannya tentang jadwal (hari dan jam) serta tempat pelayanan KRS. Dosen wali diharuskan untuk memenuhi jadwal secara konsekuen.
5. Berdasarkan pengisian KRS, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) membuat daftar peserta ujian semester untuk setiap mata kuliah.
6. Penyerahan KRS dari fakultas ke BAAK


a) Untuk semester A, paling lambat akhir minggu ke II setiap bulan Oktober.
b) Untuk semester B, paling lambat akhir minggu ke III setiap bulan Maret.
7. Setiap mahasiswa hanya dapat mengikuti perkuliahan berdasarkan mata kuliah yang tercantum dalam KRS.

B. WAKTU PERKULIAHAN
Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menyelenggarakan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dan perkuliahan dilaksanakan pada pagi hari dimulai pukul 08.30–12.30 WIB dan pada sore hari dimulai pukul 17.30–20.40 WIB. Perkuliahan dilaksanakan mulai hari senin sampai Jumat, sedangkan hari Sabtu hanya digunakan untuk kegiatan ekstra kurikuler/ olahraga.
Kegiatan pembelajaran pada setiap semester diselenggarakan dalam bentuk:
1. Kegiatan tatap muka terjadwal
2. Kegiatan akademik terstruktur
3. Kegiatan akademik mandiri
Bentuk penyajian bahan kuliah yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Kuliah untuk beban studi dalam satu semester mempunyai pengertian sebagai berikut :
a) 50 menit kegiatan tatap muka, terjadwal antara mahasiswa dan dosen
b) 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan belajar oleh mahasiswa yang tidak terjadwal,  tetapi  direncanakan  oleh  tenaga


pengajar, misalnya bentuk tugas mengerjakan soal-soal
c) 60 menit kegiatan akademik mandiri oleh mahasiswa
2. Pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus dilaksanakan oleh masing-masing dosen, sebanyak 12-16 kali pertemuan dalam satu semester.
3. Setiap kali memberikan kuliah, dosen diharuskan :
a) Membuat absensi kehadiran mahasiswa pada daftar absensi yang telah disediakan oleh masing- masing fakultas/jurusan /program studi/ akademik.
b) Mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan oleh ketua kelas/tingkat.
4. Dosen harus mengadakan perkuliahan pengganti/ tambahan untuk perkuliahan yang tidak terlaksana/tertinggal untuk memenuhi jumlah yang tersebut pada butir (1) di atas, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan fakultas. Untuk pengaturan jadwal dan ruangan bagi perkuliahan pengganti/ tambahan tersebut dapat dilakukan atas izin pimpinan fakultas atau dapat juga langsung dirundingkan dengan mahasiswa.
5. Perkuliahan yang kurang dari 6 kali untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan 12 kali untuk Ujian Akhir Semester (UAS) tidak dibenarkan untuk melaksanakan ujian
6. Setiap dosen tetap dan tidak tetap diharuskan membuat lesson planning[GBPP] atau Satuan Acara


Perkuliahan (SAP) bagi mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan silabus
7. Dosen honorer sebelum memberikan kuliah diharuskan terlebih dahulu mengisi daftar absensi yang tersedia di kantor fakultas
8. Pembantu dekan I berkewajiban memonitor kehadiran dosen pemberi kuliah, baik dosen tetap maupun dosen honorer, sehingga apa yang tersebut pada butir 2 diatas tidak terjadi.
9. Pembantu  dekan  II  berkewajiban  memonitoring
pengajuan honorarium dosen honor setiap bulan.
10. Setiap perkuliahan diharuskan tepat dimulai pada waktunya dan tepat pula berakhirnya, 50 menit untuk 1 SKS, 100 menit untuk 2 SKS, dan 150 menit
untuk 3 SKS.

C. [bookmark: _TOC_250007]SISTEM PENILAIAN
1. Tujuan
Penilaian/ evaluasi keberhasilan belajar dilakukan terhadap mahasiswa bertujuan untuk menentukan atau mengetahui :
a. Tingkat pemahaman dan penguasaan bahan yang telah disajikan dalam perkuliahan setiap mata kuliah
b. Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)
c. Beban studi yang diperbolehkan untuk diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya.
2. Jenis-jenis Ujian
a. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilakukan  pada  pertengahan  semester  untuk


mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap bahan yang telah disajikan.
b. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilakukan pada akhir semester, untuk mengetahui tingkat kemampuan/ penguasaan mahasiswa terhadap bahan yang disajikan selama satu semester.
c. Ujian mempertahankan skripsi (seminar meja- hijau) dilakukan untuk mengetahui kemampuan penguasaan atas masalah yang dibahas dalam skripsi.
3. Persyaratan Ujian
a. Telah membayar uang kuliah sesuai dengan peraturan/ kalender pembayaran (cicilan) yang telah ditetapkan.
b. Telah mengikuti perkuliahan tatap muka minimal 75% untuk setiap mata kuliah per semester.
c. Mata kuliah tersebut telah tercantum pada KRS sedang berjalan.
d. Dalam Sistem Kredit Semester (SKS) tidak diadakan ujian ulangan.
e. Ujian Mid-Semester mencakup antara lain:
1) Ujian mid-semester dapat dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan minimal sebanyak 6 kali tatap muka
2) Setiap dosen diwajibkan mengisi berita acara ujian mid semester
3) Khusus kepada kelas paralel, apabila satu mata kuliah diberikan oleh lebih dari seorang dosen, maka soal ujian haruslah sama untuk setiap kelas, dan soal ujian adalah gabungan soal dari


seluruh dosen yang mengasuh mata kuliah tersebut serta ujian dilaksanakan secara serentak
4) Hasil ujian mid-semester sUPMIh harus diumumkan paling lama 2 (dua) minggu sesUPMIh pelaksanaan ujian
f. Ujian Akhir Semester
1) Dilaksanakan pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
2) Setiap ujian akhir semester mempunyai berita acara pelaksanaan ujian.
3) Hasil ujian semester untuk setiap mata kuliah sUPMIh harus diumumkan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.
4) Setiap dosen diharuskan mengembalikan/ mengumpulkan kertas ujian ke fakultas agar sewaktu-waktu dapat digunakan jika dibutuhkan, seperti bila ada ketidakpuasan mahasiswa akan hasil ujiannya.
5) Wakil dekan I ditugaskan untuk menjaga keutuhan dan keamanan kertas ujian tersebut.
6) 2 (dua) minggu setelah waktu yang tersebut di atas, adalah tenggang waktu untuk mahasiswa (bila ada) untuk menyatakan keberatan akan nilai yang ditetapkan.
7) Setiap keberatan mahasiswa akan nilai ujian harus dilayani oleh dosen yang bersangkutan secara terbuka dihadapan pimpinan fakultas.
8) Hasil ujian harus didistribusikan kepada jurusan/ dosen wali, sedang hasil ujian asli menjadi arsip fakultas.


9) Setelah hasil ujian dikirimkan ke BAAK, siapapun tidak diperkenankan merubah nilai/penerbitan.
10) Paling lama 6 (enam) minggu sejak jadwal yang disebutkan di atas, BAAK sUPMIh harus menyelesaikan hasil kemajuan studi mahasiswa untuk disampaikan kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa oleh fakultas.
4. Sistem pemberian Angka dan Nilai
a. Sistem penilaian dapat memakai Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN)
Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulusan untuk masing-masing mata kuliah.
b. Evaluasi sistem mata kuliah ditentukan berdasarkan tiga komponen penilaian yang merupakan satu kesatuan, dengan bobot setiap komponen sebagai berikut
1) Rata-rata Quiz/tugas (T): Bobot = 20%
2) Ujian Tengah Semester (UTS): Bobot = 30%
3) Ujian Akhir Semester (UAS): Bobot = 50%
[image: ]Untuk menentukan Nilai Akhir (NA) rumusnya adalah sebagai berikut


Nilai akhir ini kemudian dikonversi menjadi nilai huruf sebagai nilai akhir dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
PENILAIAN ACUAN PATOKAN :
	Interval Nilai Angka
	Nilai Angka
	Arti

	
	Huruf
	Bobot Angka
	

	85 - 100
	A
	4,00
	Terpuji

	79 - 84
	A-
	3,75
	Sangat Baik

	76 – 78
	B+
	3,50
	Baik

	70 - 75
	B
	3,00
	Baik

	66 - 69
	C+
	2,50
	Cukup

	60 - 65
	C
	2,00
	Cukup

	56 - 59
	C-
	1,75
	Kurang

	46 - 55
	D
	1
	Sangat kurang

	0 s/d 54
	E
	0
	Tidak Lulus



5. Perbaikan Nilai
a. Mahasiswa yang tidak lulus atau yang mendapat nilai E dan D dalam satu mata kuliah diwajibkan kembali mengulang kembali mata kuliah dan mencantumkan mata kuliah tersebut pada KRS.
b. Nilai C dapat diperbaiki atau diulangi dengan ketentuan: mata kuliah tersebut harus dicantumkan pada KRS tetapi mahasiswa tidak wajib untuk mengikuti perkuliahan, cukup hanya ujian dengan sepengetahuan dosen pengampu mata kuliah.
c. Bobot SKS mata kuliah perbaikan nilai E, D dan C termasuk dalam beban perkuliahan sehingga ikut mempengaruhi Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan. Untuk menentukan nilai akhir, yang


diperhitungkan adalah komponen rata-rata tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nilai yang diakui pada perbaikan nilai tersebut adalah nilai tertinggi.
d. Perbaikan nilai D dan E harus dimulai dari semester awal.
6. Pembatalan Nilai
Nilai mahasiswa yang mengikuti ujian dan telah dikeluarkan dapat dibatalkan apabila:
a. Mahasiswa belum membayar cicilan uang kuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditemukan.
b. Mahasiswa tidak membayar uang kuliah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian (dispensasi) yang telah disetujui oleh fakultas atau universitas.
c. Mahasiswa mengikuti ujian, tetapi mata kuliah tersebut tidak tercantum dalam KRS sedang berjalan.
7. Indeks Prestasi
a. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata untuk mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang menggambarkan mutu keberhasilan suatu proses belajar mahasiswa bersangkutan.
b. Indeks Prestasi (IP) digunakan untuk:
1) Mengetahui keberhasilan proses belajar pada semester tertentu.
2) Menentukan Indeks Prestasi Kumulatif [IPK] yang dihitung pada akhir program pendidikan atau pada akhir semester yang telah dicapai mahasiswa.


c. Untuk dapat menghitung Indeks Prestasi, maka nilai kualitatif berupa huruf dikuantifikasikan dengan bobot nilai sebagai berikut:
A : disamakan dengan nilai 4, 00 A- : disamakan dengan nilai 3,75 B+ : disamakan dengan nilai 3,50 B : disamakan dengan nilai 3, 00 B- : disamakan dengan nilai 2,75 C+ : disamakan dengan nilai 2,50 C : disamakan dengan nilai 2,00 C- : disamakan dengan nilai 1,75
D  : disamakan dengan nilai 1,00
E  : disamakan dengan nilai 0
Untuk dapat menghitung Indeks Prestasi digunakan rumus sebagai berikut:
[image: ]
K	: Besarnya bobot kredit
N: Nilai setelah dikonversi ke dalam bentuk angka
d. Indeks Prestasi (IP) digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah beban sks mahasiswa pada semester berikutnya.
e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum untuk penyelesaian jenjang program S-1 adalah 2,00 dan jenjang program Diploma (D-3) adalah 1,75. Namun fakultas menekankan mahasiswa untuk mencapai indeks prestasi minimal 2,80 sesuai dengan standard minimal yang diberlakukan dalam penerimaan tenaga kerja.


f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Sarjana dan Program Diploma adalah sebagai berikut:
IPK : 2,00 – 2,75 = memuaskan
IPK : 2,76 – 3,50 = sangat memuaskan
IPK : 3,51 – 4,00 = lulus	dengan	pujian	(lulus
dalam waktu maksimal 5 tahun untuk S-1 dan 4 tahun untuk D-3)

D. TRANSKRIP NILAI, IJAZAH DAN WISUPMI
1. Transkrip adalah keterangan nilai seluruh kuliah yang ditempuh selama masa studi, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Predikat Kelulusan bagi setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang program pendidikan tertentu.
2. Ijazah adalah bukti kelulusan akademik dan profesional yang dikeluarkan oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang ditanda tangani oleh Dekan dan Rektor. Mahasiswa yang telah mendapatkan Ijazah berhak menggunakan gelar sesuai ketentuan yang berlaku, untuk lulusan Fakultas Hukum menggunakan gelar Sarjana Sastra/ SS
3. WisUPMI adalah kegiatan upacara akademik untuk melantik dan penyerahan ijazah kepada lulusan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
4. Setiap lulusan Fakultas Hukum UPMI wajib mengikuti wisUPMI yang dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan.


5. Batas pendaftaran wisUPMIwan/i paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal wisUPMI.
6. Batas pengambilan transkrip nilai dan ijazah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal resmi dikeluarkan oleh universitas/fakultas.
7. Bila terdapat kesalahan penulisan, nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, dan lain-lain harus dilaporkan ke universitas paling lama 3 (tiga) bulan setelah ijazah dikeluarkan.


E. KARTU KEMAJUAN STUDI (KKS)
1. Setiap dosen wali diharuskan mengisi KKS mahasiswa yang dibimbingnya secara berkesinambungan.
2. KKS merupakan rujukan untuk pembuatan transkrip nilai mahasiswa pada akhir perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
3. KKS merupakan pedoman bagi dosen wali dalam pengisian KRS mahasiswa setiap awal semester.
4. Pengisian KKS harus rapi dan lengkap, sesuai dengan data yang diminta pada KKS tersebut.
5. KKS disimpan fakultas pada tempat yang aman dan tidak dapat dibuka siapapun tanpa izin dekan/ketua program studi.

F. [bookmark: _TOC_250006]BIMBINGAN SKRIPSI, SEMINAR PROPOSAL, SKRIPSI DAN UJIAN MEJA HIJAU
1. Mahasiswa mengajukan judul dan mengerjakan skripsi  setelah  mengumpulkan/  menyelesaikan


sekurang-kurangnya 80% dari jumlah seluruh beban sks studi.
2. Mahasiswa sebagaimana yang tersebut pada butir 1 (satu) di atas, sebelum memulai menulis skripsi/ tugas akhir, diwajibkan mendaftarkan diri pada jurusan dengan menunjukkan KHS dengan mengisi formulir yang tersedia sebelum diajukan kepada Kaprodi untuk mengesahkan judul.
3. Setelah judul skripsi/ tugas akhir disahkan, mahasiswa menyusun proposal untuk diseminarkan.
4. Seminar proposal dilaksanakan setelah Kaprodi menentukan pembimbing skripsi dan disahkan oleh Dekan dengan mengeluarkan SK Pembimbing.
5. Pembimbing skripsi adalah:
a. Pembimbing I minimal bergolongan Lektor
b. Pembimbing II minimal bergolongan Asisten Ahli dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun.
6. Dalam melaksanakan bimbingan, dosen pembimbing, diwajibkan untuk :
a. Melaksanakan konsultasi tatap muka dengan mahasiswa yang dibimbing minimal 12 (dua belas) kali.
b. Hasil konsultasi sebagaimana yang disebutkan di atas, dicantumkan pada Berita Acara Bimbingan (BAB).
c. Dosen Pembimbing wajib memberikan waktu untuk membimbing dan diupayakan pembimbingan dilakukan di kantor fakultas.
7. Setiap dosen pembimbing diwajibkan membuat sebuah daftar mahasiswa yang dibimbingnya, untuk


dapat memantau kemajuan setiap mahasiswa yang dibimbingnya.
8. Berkaitan dengan butir 6 di atas, fakultas c/q Kaprodi diwajibkan juga membuat daftar mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen sehingga Kaprodi dapat memonitor proses pembimbingan skripsi.
9. Setiap 1 (satu) orang dosen pembimbing berhak membimbing maksimal 10 (sepuluh) orang setiap semester.
10. Waktu minimal proses pembimbingan skripsi atau tugas akhir adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SK pembimbing dikeluarkan.
11. Skripsi/ tugas akhir yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dari tanggal SK, harus ditinjau kembali SK-nya dan dilakukan penggantian dosen pembimbing oleh Dekan.
12. Skripsi/ tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing terlebih dahulu harus diseminarkan di hadapan dosen penguji dan mahasiswa.
13. Untuk pelaksanaan meja hijau, maka fakultas mengirim KHS serta syarat-syarat lain untuk diperiksa BAAK – UPMI.
14. Ujian Meja Hijau dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan penulisan skripsi /tugas akhir dan seluruh mata kuliah dengan catatan tidak ada nilai “D/E” dan IP Kumulatif 2,0 untuk S-1.
15. Sebelum Ujian Meja Hijau, mahasiswa yang skripsinya /tugas akhir telah selesai dan dibubuhi tanda tangan dosen pembimbing, diwajibkan mendaftarkan diri ke Kaprodi, dengan mengisi


formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:
a. Skripsi/ Tugas Akhir
b. Bukti pembayaran biaya ujian meja hijau
c. Bukti lunas uang kuliah untuk tahun akademik yang berjalan
d. Bukti pembayaran biaya ijazah
16. Fakultas c/q PD-I menyiapkan usulan Ujian Meja Hijau ke Biro Rektor untuk penerbitan SK. Team pengisi Ujian Meja Hijau dengan melampirkan daftar yang akan diuji dan persyaratan a, b, c, d pada butir 13 dan KHS.
17. Fakultas/ program studi menetapkan dosen penguji dan jadwal pelaksanaan Ujian Meja Hijau.
18. Dosen penguji diharapkan terdiri dari dosen pembanding pada waktu seminar dilaksanakan.
19. Penjilidan skripsi/ tugas akhir dilaksanakan oleh mahasiswa setelah selesai ujian meja hijau.
20. Pada penjilidan skripsi/ tugas akhir dilampirkan foto-copy SK pengangkatan dosen pembimbing sebagaimana yang tersebut pada butir 4 (empat), serta berita acara bimbingan skripsi/ tugas akhir sebagaimana yang tersebut 5 dan 6 turut dijilid, pada bagian terdepan dari skripsi/ tugas akhir.
21. Ujian meja hijau dapat dilaksanakan setelah skripsi ditandatangani pembimbing I dan II.
22. Penyampaian jadwal ujian meja hijau serta skripsi/ tugas akhir kepada dosen penguji dilaksanakan oleh jurusan, minimal 1 minggu sebelum ujian dilaksanakan.


G. PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN MEJA HIJAU
1. Seminar Proposal
a. Seminar proposal skripsi/ tugas akhir mahasiswa dilaksanakan setelah judul disetujui oleh komisi skripsi.
b. Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang dosen sebagai calon pembimbing dan terbuka untuk dihadiri mahasiswa.
c. Waktu yang dipergunakan untuk seminar proposal minimal 1 (satu) jam.
d. Mahasiswa wajib menyajikan proposalnya untuk mendapat masukan dari pembanding.
e. Biaya seminar dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPMI.
2. Seminar Skripsi
a. Seminar skripsi/ hasil dilaksanakan setelah disetujui oleh dosen pembimbing.
b. Untuk dapat mengikuti seminar, mahasiswa terlebih dahulu mendaftarkan diri ke fakultas c/q Kaprodi dengan mengisi formulir yang telah tersedia.
c. Program studi c/q PD-I menetapkan jadwal seminar serta dosen pembanding.
d. Pelaksanaan seminar dihadiri oleh dosen pembimbing dan pembimbing I bertindak sebagai moderator. Pembanding utama terdiri dari 2 (dua) orang dosen ditambah dengan mahasiswa sebagai pembanding bebas.


e. Mahasiswa wajib menyajikan rangkuman atau garis besar dari pada skripsinya.
f. Untuk menghindari pertanyaan yang berulang- ulang serta efisiensi waktu maka pembanding harus duduk bersama selama seminar berlangsung.
g. Bandingan atau masukan dapat disampaikan baik secara saling bergantian atau menunggu giliran.
h. Hasil seminar dicantumkan pada berita acara seminar yang berisikan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki oleh mahasiswa yang bersangkutan, berdasarkan hasil/ bandingan dari dosen pembanding. Skripsi/ tugas akhir yang telah diseminarkan serta telah diperbaiki (bila ada berdasarkan hasil seminar) dan disetujui oleh dosen pembimbing dapat disertakan untuk mengikuti meja hijau.
i. Seminar skripsi dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPMI.
3. Ujian Meja Hijau
a. Tenggang waktu pelaksanaan meja hijau dari pelaksanaan seminar minimal 1 (satu) bulan.
b. Tenggang waktu pelaksanaan Ujian Meja Hijau dari tanggal SK Ujian Meja Hijau minimal 1 (satu) minggu.
c. Penyampaian jadwal ujian meja hijau serta skripsi/ tugas akhir kepada dosen penguji dilaksanakan oleh program studi, minimal 5 (lima) hari sebelum ujian dilaksanakan.
d. Jumlah peserta ujian disesuaikan dengan waktu yang tersedia.


e. Waktu ujian meja hijau atau ujian skripsi untuk setiap peserta lamanya adalah 60-120 menit (diatur oleh sekretaris panitia untuk setiap penguji).
f. Jumlah penguji minimal 3 (tiga) orang terdiri dari
:
1) Salah satu pembimbing (minimal bergolongan Lektor) atau fungsionaris fakultas.
2) 2 (dua) orang dosen (minimal bergolongan Lektor) atau fungsionaris fakultas.
g. Agar pertanyaan tidak berulang-ulang, maka seluruh penguji berada di tempat yang sama.
h. Berita acara serta daftar nilai dosen pembimbing/ penguji harus disiapkan oleh panitia.
i. Ujian meja hijau ulangan, bagi yang kalah atau dinyatakan gagal pada ujian sebelumnya ditetapkan:
1) 1 (satu) bulan untuk yang bernilai D
2) 2 (dua) bulan untuk yang bernilai E
j. Setiap pelaksanaan ujian meja hijau harus dilengkapi dengan :
1) Penilaian ujian oleh dosen penguji
2) Penilaian skripsi oleh dosen pembimbing
3) Berita acara ujian meja hijau
4) Rekapitulasi nilai ujian meja hijau
k. Ulangan ketiga ujian meja hijau mahasiswa harus lulus.
H. [bookmark: _TOC_250005]PENILAIAN UJIAN MEJA HIJAU
1. Penguji ujian meja hijau atau ujian skripsi dinilai dari:


a. Penampilan (10%)
b. Isi,	termasuk	sistematis,	konsep,	aktualisasi, analisa dan jalan pikiran penulis (50%)
c. Cara mempertahankan skripsi (40%)
2. Pembimbing skripsi menilai dari segi :
a. Penampilan berkollokium (20%)
b. Isi termasuk sistematik, aktualisasi, analisa dan jalan pikiran penulis (50%)
c. Usaha mahasiswa selama mendapat bimbingan (30%)
3. Nilai dari dosen penguji dijumlahkan dibagi rata dengan jumlah penguji untuk mendapatkan nilai akhir (judicium).
0 -- 54,99	= E (tidak memuaskan) 55 -- 59,99	= D (kurang memuaskan) 60 -- 69,99	= C (cukup)
70 -- 79,99	= B (memuaskan)
80 – 100	= A (sangat memuaskan)

I. [bookmark: _TOC_250004]BIAYA UJIAN MEJA HIJAU
Bagi mahasiswa yang mengikuti Ujian Meja Hijau, dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPMI.
J. [bookmark: _TOC_250003]UJIAN KHUSUS
1. Ujian khusus dapat dilaksanakan bila mahasiswa telah menyelesaikan penulisan skripsi, tetapi masih ada nilai “D” atau nilai “E”.
2. Jumlah maksimal mata kuliah ujian khusus adalah 3 (tiga), jika lebih dari 3 (tiga) mata kuliah maka


mahasiswa harus mengikuti kuliah sesuai peraturan yang berlaku di UPMI.

K. [bookmark: _TOC_250002]UJIAN PERBAIKAN NILAI
2. Dilaksanakan secara kolektif di Fakultas pada setiap akhir tahun ajaran.
3. Ujian perbaikan nilai dapat diikuti oleh setiap mahasiswa, minimal telah berada pada Semester IV untuk S-1.
4. Ujian perbaikan nilai paling banyak 4 (empat) mata kuliah untuk S-1 dan 3 (tiga) mata kuliah untuk D-III.
5. Sebelum pelaksanaan ujian perbaikan nilai terlebih dahulu di data dan diusulkan ke BAAK – UPMI untuk diperiksa dan dapat dilaksanakan setelah ada rekomendasi dari BAAK
6. Nilai yang dapat diperbaiki adalah D dan C
7. Pemberian nilai tertinggi adalah nilai B.
8. Pelaksanaan ujian perbaikan nilai dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPMI.

L. KULIAH SEMESTER SINGKAT / SEMESTER PENDEK
1. Semester pendek adalah pemanfaatan waktu luang untuk proses belajar dan mengajar diantara 2 (dua) semester.
2. Semester pendek dimaksud untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu.
3. Semester pendek dapat diikuti oleh mahasiswa bila beban SKS yang dapat diselesaikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) SKS.


4. Jumlah pertemuan harus disesuaikan dengan beban SKS.
5. Setiap mahasiswa yang mengikuti semester pendek dikenakan biaya sesuai dengan peraturan.
6. Pelaksanaan semester singkat/ semester pendek harus sesuai dengan peraturan fakultas

M. MAHASISWA PINDAHAN/ TRANSFER
1. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain masuk ke Fakultas Hukum UPMI adalah:
a. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang ingin pindah ke Fakultas Hukum UPMI dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan ke Rektor serta melampirkan:
1) Surat keterangan pindah dari Perguruan Tinggi Asal
2) Photo copy transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Asal rangkap 3 (tiga)
3) Photo copy ijazah terakhir rangkap 3 (tiga)
b. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan dari rektor UPMI untuk diterima di Fakultas Hukum. Nilai mahasiswa yang bersangkutan harus dikonversi oleh tim konversi di fakultas yang terdiri dari:
1) Dekan	: Ketua merangkap anggota
2) PD-I	: Anggota
3) Kaprodi : Sekretaris merangkap anggota


c. Daftar konversi nilai ditanda tangani oleh team konversi dan disetujui oleh Rektor c/q Wakil Rektor I
d. Penentuan nomor pokok mahasiswa pindahan didasarkan pada jumlah SKS yang dibebaskan dan maksimal ditempatkan pada semester VII.
e. Beban SKS mahasiswa pindahan pada semester berjalan tidak lebih dari 20 SKS.
f. Mahasiswa pindahan dikenakan biaya konversi mata kuliah dibayarkan ke WR-II.

2. Mahasiswa pindahan antara fakultas/ jurusan/ program studi adalah:
a. Mahasiswa yang telah terdaftar pada fakultas tertentu dan ingin pindah pada fakultas / jurusan/ program studi lain di lingkungan UPMI. Mahasiswa yang bersangkutan harus membuat surat permohonan kepada Dekan.
b. Mahasiswa yang pindah antar program studi maksimal berada pada semester II.
3. Mahasiswa pindahan dari UPMI ke Perguruan Tinggi lain:
a. Diwajibkan membuat surat permohonan pindah yang diajukan kepada Rektor c/q Dekan dengan melampirkan fotokopi KHS serta Kwitansi angsuran uang kuliah terakhir.
b. Diwajibkan membayar biaya administrasi yang dibayarkan ke Wakil Rektor-II.
c. Besar biaya administrasi sesuai dengan peraturan universitas.


N. [bookmark: _TOC_250001]CUTI KULIAH
1. Cuti kuliah adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama waktu tertentu.
2. Mahasiswa yang akan menjalani cuti kuliah diwajibkan mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Dekan.
3. Maksimal waktu cuti kuliah dapat diberikan 4 (empat) semester dengan catatan cuti tersebut tidak boleh diambil lebih dari 2 (dua) semester berturut- turut.
4. Selama cuti kuliah, pelayanan kegiatan akademik dihentikan.
5. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan cuti (cuti sendiri) dikenakan denda sesuai dengan peraturan Universitas dan Fakultas dan wajib membayar uang kuliah selama yang bersangkutan cuti sendiri.
6. Mahasiswa yang tidak mengikuti prosedur (point 2, 3) di atas akan ditinjau kembali statusnya sebagai mahasiswa sesuai dengan lama studi yang berlaku.
O. PENGAKTIFAN KEMBALI PERKULIAHAN
Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti kuliah dan akan kembali aktif, wajib memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
1. Mengajukan surat permohonan aktif kembali yang ditujukan kepada Rektor c/q Dekan selambat- lambatnya 1 minggu sebelum pengisian KRS semester berjalan dengan melampirkan:
a. Fotocopy KHS dan surat cuti
b. Fotocopy pembayaran uang kuliah terakhir.


2. Mahasiswa yang telah habis masa cutinya dan tidak bermohon aktif kembali, dianggap telah mengundurkan diri.
3. Mahasiswa cuti kuliah dengan jumlah lebih dari 4 (empat) semester dan ingin kembali aktif kuliah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
a. Mengajukan surat permohonan sebagaimana point 1 (a,b) di atas.
b. Tahun angkatan berubah menjadi tahun berjalan (baru), namun semua mata kuliah yang diselesaikan tetap berlaku.

P. [bookmark: _TOC_250000]SANKSI AKADEMIK
Tertib penyenggaraan pendidikan, merupakan syarat mutlak untuk menciptakan suasana belajar dan menjamin tercapainya mutu pendidikan yang baik. Tertib pendidikan wajib dijaga dan dipelihara serta diusahakan terus peningkatannya, dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati semua ketentuan dan administrasi akademik.
Terhadap semua pelanggaran pendidikan dapat dikenakan sanksi akademik berupa hukuman akademik yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketertiban kampus, administrasi, dan akademik. Sanksi tersebut dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan berupa:
1. pernyataan yang tidak benar dalam formulir biodata akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
2. pemalsuan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan sanksi teguran dan/ pemecatan.


3. tidak melakukan kewajiban pembayaran uang kuliah tepat pada waktunya dikenakan sanksi berupa tidak mengikuti semua kegiatan akademik.
4. tidak melakukan pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik pada semester berjalan.
5. Apabila mahasiswa sebagaimana yang tersebut pada butir c dan d memaksakan diri untuk mengikuti kegiatan akademik, perkuliahan, dan ujian maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
6. Mahasiswa yang melanggar tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan dari ruang kuliah.
7. Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib ujian atau melakukan kecurangan, dikenakan sanksi :
a. teguran atau dipindahkan tempat duduknya.
b. tidak diperkenankan meneruskan ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan dan mengikuti ujian mata-mata kuliah lainnya.
c. ujian dibatalkan dan memperoleh nilai E.
8. Pemalsuan akademik: penyontekan, penjiplakan skripsi/ plagiat, dll serta semua bentuk kecurangan akademik lainnya, baik yang dilakukan dalam mengikuti perkuliahan, maupun ujian dikenakan sanksi :
a. pembatalan ujian atau skripsi
b. pemecatan sebagai mahasiswa
9. Semua pelanggaran tata tertib kehidupan kampus misalnya mengganggu tata tertib lingkungan kampus atau  merusak  citra  Fakultas  Teknik  dan  Ilmu


Komputer	Universitas	Pembinaan	Masyarakat Indonesia akan dikenakan sanksi:
a. skorsing	atau	larangan	mengikuti	kegiatan akademik
b. diserahkan	kepada	pihak	berwajib	(satpam kampus).
c. dipecat sebagai mahasiswa.




BAB IV
TATA TERTIB MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT
INDONESIA

B. Tujuan:
Tata tertib mahasiswa Fakultas Hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut
1. Menciptakan suasana yang tertib, aman, dan kondusif untuk atmosfer akademik dalam upaya pencerdasan individu mahasiswa.
2. Membentuk mahasiswa dan alumni yang berperilaku akademis di dalam dan di luar kampus serta patuh kepada hukum dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi anggota masyarakat yang berpendidikan serta dapat menjadi panutan dan teladan ditengah-tengah masyarakat luas.
3. Membentuk mahasiswa dan alumni yang bermoral sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.
C. Hak Mahasiswa:
Setiap mahasiswa Fakultas Hukum UPMI mempunyai hak:
1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.


2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik, minat, bakat, kegemaran sesuai dengan kemampuan.
3. Memperoleh bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studinya.
4. Mendapat layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
5. Memanfaatkan sumber daya universitas dalam upaya menunjang kegiatan belajar-mengajar dan penyelesaian studi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh layanan akademis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas.
8. Pindah ke perguruan tinggi lain setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan fakultas dan pimpinan universitas.
9. Menyalurkan inspirasi dengan memanfaatkan unit/ jalur yang ada secara prosedural, baik di tingkat fakultas maupun universitas.

D. Organisasi Kemahasiswaan
1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.


3. Ketentuan lainnya diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan fakultas/ universitas.

E. Kewajiban Sebagai Mahasiswa
Sebagai mahasiswa berkewajiban untuk :
1. Ikut menanggulangi biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPMI.
2. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di UPMI.
3. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fakultas dan universitas serta kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan kampus.
4. Menjaga wibawa dan nama baik Fakultas Hukum dan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
5. Menjunjung tinggi norma, etika, dan sopan santun di dalam dan di luar kampus.
6. Berpenampilan sopan dan rapi (tata rambut, pakaian dan sepatu)
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